PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa keberadaan dunia usaha seyogyanya mampu
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di
Wilayah Kota Padang yang merupakan bagian integral
penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Padang;

b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a
dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan
sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku
dunia usaha dan para pihak terkait;

c. bahwa para pelaku usaha dalam melaksankan
aktivitasnya membutuhkan kemudahan dan
perlindungan serta diberi kesempatan yang lebih luas
berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi
masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala
aspeknya;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3491);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana
telah diubah bneberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5355);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3164 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang
Pedoman Pelaksaaan Kerjasama Lintas Sektor dan
Dunia Usaha;

17. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 05/MBU/2007
tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil
dan Program Bina Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan

WALIKOTA PADANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Padang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
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5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan
sebutan lain selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,
baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat
pada umumnya dengan memperhatikan nilai, norma dan budaya
masyarakat setempat.

6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan
usaha dalam bentuk badan hukum baik yang didirikan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan
kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan
produksi barang dan/atau jasa serta Dbertujuan memperoleh
keuntungan.

7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan
organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai
kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa
mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan
perilaku organisasi yang bersangkutan.

8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman
penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di
laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak
langsung keberadaan perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup
terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup
serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan;

10. Forum pelaksana TSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang
dibentuk oleh perusahaan yang melaksanakan program TSLP dengan
maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah
komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2
TSLP diselenggarakan berdasarkan asas :
a. kepastian hukum;
b. kepentingan umum;
c. kebersamaan;
d. partisipatif dan aspiratif;
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keterbukaan;
berkelanjutan;
berwawasan lingkungan;

5 0e o

. kemandirian; dan

[y
.

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
didasarkan atas prinsip :

kesadaran umum;

kepedulian;

keterpaduan;

kepatuhan hukum dan etika bisnis;
kemandirian;

sensitivitas;

keberpihakan;

I

. kemitraan;

inisiasi;

[y
.

matualistis, dan non diskriminasi; dan

o

koordinatif.
1. Pemberdayaan

(2) Pelaksanaan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada:

manajemen yang sehat;

profesional;

transparan;

akuntabilitas;

kreatif dan inovatif;

terukur;

program perbaikan berkelanjutan; dan
. Adil

I

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

(1) Ruang lingkup program TSLP meliputi bantuan pembiayaan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau
peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan
ekonomi berkualitas yang berbasis kerakyatan serta selaras dengan
program-program pemerintah daerah.
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